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TINJAUAN YURIDIS HAK RECALLOLEH PARTAI POLITIK DALAM
SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Muchlis Setiaji
NIM.C.100.110.123
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
msetiajipatriot@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Rreyi dan DPRD
Kabupaten/Kota saat ini menggunakan sistem propuakiterbuka berdasarkan
suara terbanyak. Berkaitan dengan redall oleh partai politik terhadap anggota
DPR, pengaturan tersebut masih menjadi masalalredifdaan anggota DPR
terpilih berdasarkan legitimasi dari rakyat. Hakall tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasatkastang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya jikaaikdan dengan sistem
proporsional terbuka saat ini, hedcall oleh partai politik terhadap anggota DPR
dirasa masih perlu, tetapi partai politik perlu npemnatikan aspirasi konstituen.

Kata kunci :hak recall, kedaulatan rakyat, proporsional terbuka

A JURIDICAL STUDY ON RECALL RIGHT BY POLITICAL PARTY IN
OPEN PROPORTIONAL GENERAL ELECTION SYSTEM

ABSTRACT

General election system to elect the members of ,FFRD of Province, and
DPRD of Regency/Municipal employed an voting-basgeen proportional
system. Regarding with of recall right by the po#t party against the members
of DPR, the regulation still to be problem becatlmemembers of DPR is due to
legitimacy of people. The Recall right was not ¢stent with the principles of
people sovereignty in Indonesia based on the 1%tst@ution. Then, if related
to the open proportional system today, the reaghtris still considered as
necessary, but the political party should takeatby@ration of their constituents.

Keywords : recall right, principles of people saignty, open proportional



PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawdbgien
besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah matwbahannya ialah
perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD I8dlam hal ini, MPR
tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yatigdgr (supremasi parlemen),
melainkan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasatkadang-Undang Dasar
(supremasi konstitusi). Hal tersebut dapat ditukgukdengan adanya perubahan
pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbukygdaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Peyawaratan Rakydt.
menjadi ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakaxenurut
Undang-Undang Dasar

Perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut ditlkkgnkdengan adanya
pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umunasbelhasia, jujur dan adil
setiap lima tahun sekali yang telah diatur dalaterkeian Pasal 22E ayat (1) dan
(2) UUD 1945" Dalam perkembangannya, sistem pemilu di Indongsiam hal
ini sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPREpVihsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota mengalami berbagai perubahan sistam mulai sistem
proporsional berdasarkan stelsel daftalan pada pemilu tahun 2014

menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkaara terbanyak.

! Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undangrdsgara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga, Ayat (1) berbunyémilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahw@kali.”. Kemudian ayat (2) berbunyPemilihan
umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewamvdélan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Pkitara Rakyat Daerali

%2 pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 188&ng Pemilihan UmurtPemilihan
Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem piiopatdberdasarkan stelsel daftar.”

% pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 20jlhcto Pasal 215 UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.



Sehingga, anggota DPR terpilih merupakan legitindasi rakyat secara penuh.
Bukan lagi legitimasi dari partai politik.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari sisteopgosional
terbuka berdasarkan suara terbanyak memiliki ksirgilea dikaitkan dengan hak
recall oleh partai politik sebagaimana diatur dalam P2%alayat (2) huruf e UU
No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRRidtp dalam Pasal 16
ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pdrabaatas UU No. 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik, maka pengaturan teitsetasih menjadi persoalan.
Hal tersebut disebabkan dengan terpilihnya angB&R merupakan legitimasi
dari rakyat dan partai politik sudah tidak mempunyak untuk menentukan.
Selanjutnya, hal itu juga diperkuat denghssenting opiniorHakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan MK No. 008/PUU-1V/2006 gamenyatakan bahwa
jika alasan yang diajukan partai politik untuk mesglkan penarikan anggotanya
dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politidak dapat dibenarkan
sertamerta tanpa melalui satue process of lawalam mekanisme hukum yang
dapat memeriksa kelayakan alasan tersébut.

Beberapa kasus hatecall oleh partai politik terhadap anggota DPR

pernah terjadi di Indonesia termasuk dalam bebetpan terakhir inf. Dengan

* M. Hadi Subhan, “Recall: Antara Hak Partai Polilikn Hak Berpolitik Anggota Parpol, Jurnal
Konstitusi Vol. 3 Nomor 4 Tahun 2006, hal. 38-39.

® M. Lutfi Chakim, “Hak Recall Partai Politik Terhag Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Praktek  Ketatanegaran  di Indonesia”,  Jum’at, 09 ebder 2011, dan
http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-regadirtai-politik-terhadap.html diunduh 21
Oktober 2011 pukul 01.00 WIB. dan baca juga Fathudin, “Septtak Recall Partai Politik”, 2
Mei 2014,

https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/sephtde-recall-partai-politik/  diunduh  pada
tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB.




adanya problematika mengenai halcall partai politik terhadap anggota DPR
tersebut.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adadartama apakah
hakrecall terhadap anggota DPR oleh partai politik sesuagaemrinsip-prinsip
kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undamghy Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194%Redug perlukah hakecall oleh partai politik
terhadap anggota DPR dalam sistem pemilu propaiierbuka?

Tujuan Penelitian ini adalgbertama menjelaskan sesuai atau tidaknya
hak recall terhadap anggota DPR oleh partai politik berkendemgan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasatkastang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194Bedug menjelaskan perlu atau tidaknya hak
recall oleh partai politik terhadap anggota DPR dalanesigbemilu proporsional
terbuka.

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manf@ah kegunaan,
adapun manfaat dan kegunaan tersebut yakni ag&idhma manfaat teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikarsukan pemikiran di bidang
iimu hukum pada umumnya dan hukum tata negara ghdsusnya mengenai
sesuai atau tidaknya ha&call oleh partai politik terhadap anggota DPR dengan
prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia bsatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlu tidaknya hakrecall oleh
partai politik dalam sistem pemilu proporsionabtéra. Kedua, manfaat praktis.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masulbagi DPR sebagai badan
legislatif di Indonesia dalam rangka menindaklankeberadaan hakecall

terhadap anggota DPR oleh partai politik.



Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukumg ydilakukan
dengan pendekatam abstractoyaitu penelitian hukum yang objek kajiannya
meliputi ketentuan peraturan perundang-undafighdapun jenis penelitian ini
lebih bersifatdeskriptif analitis karena bermaksud menggambarkan secara jelas
dan sistematis serta menganalisa tentang sesuaitidtéknya hakrecall oleh
partai politik dengan prinsip kedaulatan rakyatdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dam pésiu tidaknya hatecall
oleh partai politik dalam sistem pemilu proporsicesabuka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai atau Tidaknya Hak Recall Terhadap Anggota DPR oleh Partai Politik
Berkenaan Dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anggota DPR yang pernahrecall ataupun yang pernah diusulkan untuk
dilakukan oleh partai politik yang bersangkutani dawlai tahun 1977 s.d. 2014
tercatat dengan jumlah 37 orah@alam sejarah dan perkembangannya dapat
dikatakan bahwé#&ecalltelah hadir dan dikenal secara formal di bumi Iregoa
sejak Orde Baru berkuasa di pemerintahan, yakointd®66 melalui UU No. 10

Tahun 1966 yang mengatur tentang Kedudukan MPR®&#GR® Hak recall

sempat ditiadakan pada tahun 1999, hal tersebuatt d#puktikan dalam Undang-

® Digilib.unila.ac.id/3568/13/BAB%20Ill.pdHiunduh pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 12.15
WIB.

" Ni‘matul Huda, 2011, Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan
Indonesia”, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, h&34464, baca pula M. Lutfi Chakim, “Hak
Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan PerwakilakyRa dalam Praktek Ketatanegaran
di Indonesia”, Jum’'at, 09 Desember 20Mittp:/lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-
partai-politik-terhadap.html diunduh 21 Oktober 20fukul 01.00 WIB, Fathudin, “Seputar Hak
Recall Partai Politik”, 2 Mei 2014, dan lihat  juga
https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/sephtd¢-recall-partai-politik/  diunduh  pada
tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB, dan Ni'mhafuda, 2011, "Recall Anggota DPR dan
DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, Mimdukum Volume 23, Nomor 3, hal.
463-464.

8 Ni'matul Huda,Op.Cit, hal. 462-267.




Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kKigdndVIPR, DPR, dan
DPRD. Akan tetapi, hakecall kembali muncul pada dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, daRIDRingga kini di
tahun 2015, hakecall masih diatur dalam ketentuan Pasal 213 ayat (1 )aglat
(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MR, DPD, dan DPRD
dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Talldd fentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang iFRotdik. Dengan adanya
pengaturan mengenai ha&call dari masa Orde Baru sampai saat ini di tahun
2005, telah terbukti ada 36 (tiga puluh enam) atey&R yang pernah diusulkan
recall oleh partai politik dan disetujuecall oleh pimpinan DPR terhitung sejak
tahun 1977 s.d. 2014. Hakecall dapat dikatakan menjadi momok yang
menakutkan bagi anggota DPR.

Menarik dengan adanydissenting Opinion Pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Komti@mor 008/PUU-
IV/2006 terkait HakRecalloleh partai politik yang menyatakan bahwa:

Bahwarecall menyebabkan seseorang anggota dewan tidak mendapatk
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaorhukerta perlakuan
yang adil dalammenjalankan tugas konstitusionaleglaku anggota
DPR,sebagaimana dijamin konstitusi berdasarkanl R8Baayat (1) dan
(2) UUD 1945. Pasal 12 huruf b UU Parp6tliberhentikan dari
keanggotaan partai politik karena melanggar anggerdasar dan
rumah tangga; yang dikukuhkan dalam Pasal 85 ayat(1) huruf ¢ UU
Susduk, yang menyatakafianggota berhenti antarwaktu karena
diusulkan partai polittk yang bersangkutgeésungguhnya telah
membiarkan  hukum yang Dbersifat privat(privaatrechtelijk)
mengesampingkan hukum publik dalam masalah kosstital
hubungan antara wakil rakyat, rakyat pemilih, daemghn lembaga
negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1€iSkipun
tidaklah menjadi maksud untuk meniadakan perarappdlitik dalam
hubungannya dengan anggota DPR dalam menjalankagas tu
konstitusional baik fungsi legislasi, pengawasamggaran dan
menyampaikan aspirasi rakyat pemilihnya, akan iteta@alam



menjalankan perantersebut tidaklah boleh dibiafk@rangsung tanpa
batasan. Batasan yang diindentifikasi dengan meatkaup peran hukum
konstitusi sebagai hukum publik yang turut mengatarharus membuka
kemungkinan seluas-luasnya bagi wakil rakyat tersememenuhi
sumpah jabatannya untuk menjalankan kewajibannyalilszdilnya,
dengan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 daaturae
perundang-undangan yangberlaku, untuk menegakkamoldasi demi
tujuan nasional dan kepentingan bangsa serta NR&thn partai politik
sebagai peserta pemilu anggota DPR dan anggota Dd¥éB&gaimana
ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, mgmaembenarkan
dan sah secara konstitusional jika seorang anggotai politik tertentu
yang menjadi anggota DPR menyatakan mengundurkan ddiri
keanggotaan partai politik tertentu yang mengusyagruntuk juga
diusulkan pemberhentiannya dari DPR. Akan tetaga jglasan yang
diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikamggotanya dari
DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidiapat dibenarkan
sertamerta tanpa melalui satlwe process of lawdalam mekanisme
hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebu

Hak recall telah menggeser dari kedaulatan rakyat menjadakathn
partai. Hal tersebut bertentangan konstitusi. Hadall juga menjadi penghalang
anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi dari anakgt. Peran partai
politik sebagai peserta pemilu anggota DPR dan @aghpPRD sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, mgmaembenarkan dan sah
secara kosntitusional jika seorang anggota pawdhiikptertentu yang menjadi
anggota DPR menyatakan mengundurkan diri dari lgatagn partai politik
tertentu yang mengusungnya, untuk juga diusulkanbeehentiannya dari DPR.
Akan tetapi jika alasan yang diajukan partai golithtuk mengusulkan penarikan
anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART PRudtik, tidak dapat
dibenarkan sertamerta tanpa melaué process of lawalam mekanisme hukum

yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut datiaum hal ini putusan

° Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 008/PUU-IV/2006.



pengadilan lah yang berwenang menentukan sah mtaknya recalling oleh
partai politik.

Fungsi DPR dan Hak Anggota DPR serta Kewajiban Ary®PR telah
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RepubtiGnasia Tahun 1945 dan
Peraturan Perundang-Undand&mengan adanya amandemen UUD 1945 dalam
hal ini mengenai kedaulatan rakyat di Indonesiauglidkan dengan perubahan
dari supremasi parlemen menuju pada supremasiitmisiArtinya, kedaulatan
rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dadat itulah yang
dituangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRhun 1945 yang
menyatakan bahwaKétdaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang DasamMaka dari itu, untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat diwujudkan salah satunya dengan pemilihanmamantuk memilih anggota
DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Instru untuk mewujudkan
demokrasi selain pemilu yaitu partai politik. Dengadanya pemilihan umum,
maka kedaulatan rakyat dapat tersalurkan melalyga@ta legislatif yang terpilih.
Sehingga anggota DPR yang terpilih merupakan Hagitimasi dari rakyat
Indonesia. Maka anggota DPR bertanggung jawab mdvgye amanah sebagai
wakil rakyat di parlemen untuk memperjuangkan kasgeraan rakyat.

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip Kedaulatan yaakberdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tdl®4®. Prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat di dalam Undang-Undang Dasar fdeBapublik Indonesia
Tahun 1945 antara lajmertama,prinsip kebebasan yang tertuang pada ketentuan

Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28G ayat (2), dan P8kalyat (2).Kedua,prinsip

19 | ihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind@n@sihun 1945 dan UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.



persamaan atau kesetaraan yang telah tercermim daf@ntuan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat Kdtiga, prinsip suara mayoritas, yang
telah tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3l ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 7B ayat (3) dan (7), dan Pasal 37 ayat élanffitnya, yandgceempatyaitu
prinsip pertanggungjawaban yang dapat ditunjukkaland ketentuan pasal 7A
dan 22B UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut apald#gat dilaksanakan maka
terwujudlah demokrasi atau kedaulatan rakyat domedia*

Setelah dilakukan analisis mengenai hakall dengan menggunakan
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang termasuk dalansiprprinsip kedaulatan
rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa hakall tidak sesuai dengan prinsip
kebebasan, prinsip persamaan atau kesetaraanjppenara mayoritas, dan
prinsip pertanggungjawaban sebagaimana ketentuammaaing-masing prinsip
telah tercermin dalam beberapa pasal di Undang#un@masar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dikatdbahwa hakecall tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyatdsarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu atau Tidaknya Hak Recall oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR
Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Jika dilihat dari sejarah dan perkembangannyagrmispemilu untuk
memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabempaatau kota

mengalami beberapa perubahan. Adapun sistem ygngakan dari mulai sistem

1 Khairul Fahmi, 2011Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyaakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, hal. 141-147.
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proporsional berdasarkan stelsel daftatan terakhir pada pemilu tahun 2014,
menggunakan sistem proporsional terbuka berdasatiana terbanyak

Pasca dibacakannya putusan MK No. 22-24/PUU-VI/20418m perkara
pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Terfamgilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Mahkamah Konstitusi menyatakan bapemetapan calon
terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan auarbanyak. Oleh karena itu,
sejak pemilu 2009 sampai sekarang, sistem pemtiukumemilih anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunadisiem proporsional
terbuka berdasarkan suara terbanyak. Hal tersedaitisi telah diatur dalam
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang-UndangoN8ntahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, &®wPerwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bdReailu untuk memilih
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kblaksanakan dengan
sistem proporsional terbuka.”’Adapun penetapan calon terpilih anggota DPR
diatur dalam ketentuan Pasal 215 Undang-Undang N8miahun 2012.

Dengan demikian, sistem proprosional terbuka yagrgldsarkan suara
terbanyak telah menempatkan kedaulatan benar-lineangan rakyat sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Makadwall terhadap anggota
DPR saat ini tidak sepenuhnya berada di tangamipaolitik, karena anggota
DPR yang terpilih berdasarkan hasil legitimasi darnstituen dalam hal ini
masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda ketika, misfemilu untuk memilih

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kmaggunakan sistem

2 pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 188@&ng Pemilihan UmurtPemilihan
Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem piiopatsberdasarkan stelsel daftar.”
13 pasal 5 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2g6%asal 215 UU No. 27 Tahun 20009.
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proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftag y@iberlakukan pada pemilu
legislatif sebelum tahun 2009. Sehingga anggota P&R) terpilih bukan hasil
dari legitimasi rakyat, namun hasil legitimasi dpartai politik. Saai itu partai
politik masih mempunyai hak untuk menentukan peratiaanggota DPR yang
terpillih. Rakyat pada saat pemilu, hanya memikintg politik, bukan memilih
calon anggota DPR. Oleh karena itu, lekall ketika diberlakukannya sistem
proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftarhntgpat diterima. Akan tetapi,
jika saat ini sistem pemilu yang digunakan untukmilié anggota DPR yaitu
sistem proporsional terbuka berdasarkan suaranygska
Maka partai politik tidak berhak secara mutlak kntobenggunakan hak
recall, namun harus mempertimbangkan suara dari konstii@am hal ini bisa
disebut sebagaiConstituent Recdif. Konstituen berhak untuk menentukan
apakah anggota partai politik tersebut layakdhll ataukah tidak.
PENUTUP
Simpulan
Sesuai atau Tidaknya Hak Recall Terhadap Anggota DPR oleh Partai Politik
Berkenaan Dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesa
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hak recall merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik tuk
mengganti anggota DPR sebelum yang bersangkutaésasehasa jabatannya
sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaaDfR. Hakrecall saat ini masih

diatur dalam ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan(@8yaindang-Undang Nomor 27

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD danl Résayat (1) Undang-

1 Jimly Asshiddigie, “Institut Peradaban Dan Gagad2enguatan Sistem Pemerintahan”,
disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peham Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli
2012,
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Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtdaidgpaUndang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hak recall telah menggeser dari kedaulatan rakyat menjadalkatan
partai. Memang dapat dibenarkan dan sah secarditksitnal jika seorang
anggota parpol tertentu yang menjadi anggota DPRyatakan mengundurkan
diri dari keanggotaan parpol tertentu yang menggisys, untuk juga diusulkan
pemberhentiannya dari DPR. Akan tetapi jika alagarg diajukan partai politik
untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DP&pbgpelanggaran AD/ART
Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertameatgpé melaludue process of law
dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayalsan tersebut atau
dalam hal ini putusan pengadilan lah yang berwenamegentukan sah atau
tidaknyarecalling oleh partai politik.

Setelah dilakukan analisis mengenai hakall dengan menggunakan
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang termasuk dalansiprprinsip kedaulatan
rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa hakall tidak sesuai dengan prinsip
kebebasan, prinsip persamaan atau kesetaraanjppenara mayoritas, dan
prinsip pertanggungjawaban sebagaimana ketentuammaaing-masing prinsip
telah tercermin dalam beberapa pasal di Undang#un@masar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Perlu atau Tidaknya Hak Recall oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR
Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Pasca dibacakannya Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2BG@&kamah
Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpiiggota legislatif adalah

berdasarkan suara terbanyak. Sejak pemilu 2009aaakarang, sistem pemilu
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untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRBAbupaten/Kota
menggunakan sistem proporsional terbuka berdasaskana terbanyak yang
diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat J&)Pasal 215 Undang-Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggd@®&PDPD, dan DPRD.
Dengan demikian, sistem proprosional terbuka yasrgdsarkan suara terbanyak
telah menempatkan kedaulatan benar-benar di tamglyat sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maka tedall terhadap anggota DPR
saat ini tidak sepenuhnya berada di tangan padigikp karena anggota DPR
yang terpilih berdasarkan hasil legitimasi dari #dnen. Hakrecall masih dapat
dibenarkan sistem proporsional terbuka berdasastelsel daftar karena anggota
DPR yang terpilih merupakan legitimasi dari paptalitik.

Akan tetapi, jika sistem pemilu yang digunakan knttemilih anggota
DPR vyaitu sistem proporsional terbuka berdasarkamnasterbanyak. Maka partai
politik sudah tidak berhak secara penuh menggunak&mecall, namun harus
mempertimbangkan suara dari konstituen atau yasgpdt dengaiConstituent
Recall.
Saran

Pertama pengaturan hakecall perlu disempurnakan kembali karena
sistem yang dianut dalam pemilihan umum anggotésléd saat ini sudah
berubah dari sistem pemilu proporsional terbukagdendaftar nomor urut
menjadi suara terbanyak. Penulis menyarankan adaogsatituent Recaltlalam
mekanismerecall terhadap anggota DPR oleh partai politik. Hal bertujuan
untuk memberikan kesempatan atau hak kepada k@mstintuk mengusulkan

recall kepada anggota DPR yang melakukan pelanggaranmhukalam hal
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usulan hakrecall dikarenakan pelanggaran AD/ART, maka untuk memuatusk
sah atau tidaknya hatcall ditentukan oleh putusan pengadilan.

Kedua, dalam hal pemberhentian anggota DPR dikarenakamyad
pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etikotamddPR, maka dalam
proses pengambilan keputusan mengenai pemberheniggota DPR tersebut
harus berdasarkan atas sidang paripurna DPR yamagidi oleh mayoritas
anggota DPR.
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